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ABSTRAK 

Kredit Guna Bhakti adalah salah satu kredit pegawai yang di tawarkan 

oleh Bank Jabar Banten Cabang Surakarta dan salah satu syarat yang harus di 

sertakan oleh seorang pegawai sebagai debitur adalah Ia harus menjaminkan Surat 

Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Permasalahannya adalah apakah SK 

PNS sebagai Agunan ini dapat memenuhi asas Kepercayaan yang mana telah 

termuat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang perbankan. Ada bermacam-

macam bentuk jaminan di antaranya jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan 

kebendaan dan jaminan perorangan dan jaminan yang memiliki sifat kebendaan 

seperti hak retensi dan hak istimewa (hak privelege).   

Untuk menjawab mengenai permasalahan tersebut maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan juga menggunakan 

metode pendekatan Yuridis empiris untuk mengetahui mengenai bagaimana 

Penerapan Asas Kepercayaan terhadap Penjaminan SK PNS dalam Perjanjian 

Kredit Perorangan beserta fungsi dan akibat hukumnya. 

Kemudian penerapan asas kepercayaan dalam penjaminan SK PNS 

tersebut, sebelumnya telah dilandasi dan dijamin dengan rangkaian peristiwa 

hukum seperti pembuatan MoU antara Bank dengan Dinas terkait, Dinas terkait 

sebagai Corporate Guarantee dalam MoU tersebut sehingga Kreditur merasa 

aman, dan setelah itu barulah seorang pegawai dapat melaksanakan tahap pokok 

dalam pengajuan kredit kepada debitur hingga proses realisasi kredit yang dengan 

dibuatnya surat perjanjian kredit. Dengan melihat tahap-tahap tersebut tentunya 

hal ini sesuai dengan teori kepercayaan bahwa suatu kehendak belum tentu 

menimbulkan suatu pernyataan, akan tetapi suatu pernyataan yang menimbulkan 

suatu kepercayaan sudah dapat dijadikan sebagai suatu pernyataan. Asas 

Kepercayaan Terhadap SK PNS mendasarkan juga pada fungsinya secara 

administrasi, sehingga timbullah suatu kausalitas yang mana apabila debitur tidak 

segera melunasi hutangnya maka ia tidak akan mendapatkan hak-haknya secara 

administrasi, kemudian hal inilah yang disebut sebagai hak retensi. Hak retensi 

apabila di lihat ciri-cirinya maka ia mirip seperti jaminan gadai, hanya satu yang 

membedakan yaitu ia tidak dapat mengeksekusi agunan tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa SK PNS merupakan jaminan khusus yang memiliki sifat 

kebendaan, sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 1812 KUHPerdata. 

Sehingga fungsi dan akibat hukumnya adalah Bank Jabar Banten Cabang 

Surakarta memperoleh kedudukan sebagai Kreditur Preferen yang separatis 

karena peranannya sebagai penerima Corporate Guarantee dan Surat Kuasa 

Mutlak dalam memotong Gaji. 

 

Keyword: Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, Hak Retentie, Corporate 

Guarantee. 
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APPLYING FIDUCIARY PRINCIPLE ON SUCH GUARANTEE DECREE 

CIVIL SERVANTS IN LENDING OF INDIVIDUAL (CASE STUDY BANK 

WEST JAVA, BRANCH SURAKARTA) 

 

ABSTRACT 

 

Credit Guna Bhakti is one employee loans offered by Bank Jabar Banten 

branch of Surakarta and one of the requirements that must be included by an 

employee as a debtor is he must ensure the Decree of the Civil Service. Then the 

issue is whether SK PNS as Collateral can meet the Fiduciary principle which 

have been included in article 8 of Law No. 10 of 1998 concerning amendments to 

the Law No. 7, 1994 banks. There are various forms of collateral among public 

guarantees and special guarantees, collateral material and individual guarantees 

and collateral material that has properties such as retention rights and privileges 

(rights privelege). 

To answer regarding these problems, the authors use quantitative data 

collection techniques and also using empirical juridical approach to find out about 

how the Application of Principle of Confidence Guarantee SK PNS in Individual 

Credit Agreement and its functions and its legal consequences. 

Then the application of the Fiduciary Principle in the assurance SK civil 

servants, had previously been based and is secured by a series of legal events such 

as the creation of the MoU between the Bank and the relevant authorities, relevant 

agencies as a Corporate Guarantee in the MoU so that the creditors felt safe, and 

only then an employee can carry out stage principal in applying credits to the 

debtor until the credit realization that with the establishment of the letter of credit 

agreement. By looking at these stages of course this is in accordance with the 

theory of the belief that one will not necessarily lead to a statement, but a 

statement that raises a trust can already be used as a statement. Belief Principle 

Against SK PNS based also on the functions of the administration, so that there 

arises a causality which if the debtor does not immediately pay the debt then he 

will not get his rights in the administration, then it is called as a right of retention. 

Retention rights if in view characteristics then it is similar as collateral to pledge, 

only one which distinguishes that he can’t execute such collateral. It concluded 

that SK PNS is a specific guarantees which have a material nature, as it has been 

contained in article 1812 of the Civil Code. So that the function and effect of law 

is Bank Jabar Banten Branch Surakarta get tenure as a Preferred Lender separatist 

because of its role as a receiver Corporate Guarantee and Letter of Authorization 

Absolute in cutting salaries. 

 

Keyword: Decree of the Civil Rights Retentie, Corporate Guarantee. 
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MOTTO 

 

 

Kita jadi apa bukan ditentukan oleh title kita apa 

Tapi dari apa yang kita tekuni sejak muda 

 

  Jika kau takut membuat dirimu berisiko 

  Maka kamu takan mampu menciptakan masa depan untuk dirimu 

 

 Biarkan saja mereka tertawa, Kalau tidak pernah berjuang sampai akhir, 

Kita tidak akan pernah melihatnya walau ada di depan mata. 

 

Mati atau hidup terserah  yang di atas, 

Yang takut mati adalah pecundang sejati. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus di penuhi bagi setiap orang 

ataupun setiap perusahaan. Di dalam memnuhi suatu kebutuhan, sifat manusia 

adalah selalu memiliki hasrat untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. 

Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu di utamakan hingga hanya 

sekedar sebagai pelengkap belaka. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah 

baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan 

secara cicilan ataupun kredit. Di lain pihak, produsen atau pedagang juga 

menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi konsumen. Cara ini 

tampaknya lebih menguntungkan, karena segera dapat memiliki dan menikmati 

barang, cicilan yang cukup terjangkau, dan penghasilan tetap dapat memenuhi 

kebutuhan primer. 

Berbicara mengenai cicilan, maka biasanya berawal dari  suatu perikatan 

ataupun perjanjian. Unsur-unsur yang sangat kental dalam suatu perikatan adalah 

Schuld dan Haftung. Schuld adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan 

prestasinya, terlepas dari ada atau tidaknya sanksi/harta benda yang 

dipertaruhkannya sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban tersebut. Sementara 

yang dimaksud dengan haftung adalah suatu tanggung gugat atau tanggung jawab 
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yuridis/harta benda dari seorang debitur, terlepas dari siapa yang harus 

melaksanakan prestasinya itu.1 

Praktik utang piutang, sering kita jumpai di suatu lembaga perbankan, 

karena memang sektor perbankan adalah salah satu perusahaan yang menyediakan 

dana pinjaman bagi masyarakat yang tentunya dapat menjadi salah satu pilihan 

yang cukup solutif. Akan tetapi pihak bank dalam memberikan pinjaman tidak 

serta merta memberikan sejumlah dana begitu saja karena terpenting dalam 

perjanjian kredit adalah adanya kepercayaan dan yang  lainnya  adalah  sifat  atau  

pertimbangan  saling  tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur 

yang paling penting dalam kegiatan kredit  sekarang  ini  adalah  untuk  

mengambil  keuntungan dari  modalnya dengan  mengharapkan  pengembalian  

prestasi,  sedangkan  bagi  debitur adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi 

kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi 

dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, 

sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya 

risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh 

karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.2  

Untuk memperoleh suatu keyakinan, maka sebelum memberikan kredit 

bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. 

Pihak bank ataupun pihak kreditur biasanya memerlukan suatu jaminan 

ataupun agunan bahwa debitur tersebut tidak akan melakukan wanprestasi 

                                                 
1 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang-Piutang......, hlm. 174. 
2 Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan  

Jaminan SK Pengangkatan PNS,” Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 1:1 (April-Juni 2013), hlm. 72. 
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terhadap kewajiban yang harus dipenuhi kepada kreditur. Kalaupun kreditur 

melakukan suatu wanprestasi pihak kreditur suatu saat dapat melakukan tindakan 

eksekusi terhadap objek jaminan, yang mana fungsi utamanya adalah untuk 

memenuhi atau menutupi kekurangan dari si debitur. 

Terkait dengan jaminan, di dalam instrumen hukum kita telah memuat 

banyak jenis objek jaminan itu sendiri. Dari definisinya jaminan adalah suatu 

perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan 

sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang 

ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.3 Kemudian ditinjau dari 

konsep hukum jaminan kebendaan, yang dimaksud dengan jaminan utang adalah 

pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas 

pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang 

berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari suatu 

perjanjian yang bersifat assesoir (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya 

berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan 

kebendaan maupun jaminan perorangan, di mana jika jaminan kebendaan 

dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari 

barang objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan 

utang terlebih dahulu kepada kreditur, dengan beberapa pengecualian, di mana 

                                                 
3 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 196.  
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pembayaran hutangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang jaminan utang 

tersebut.4 

Mengenai landasan yuridis terkait dengan jaminan, ada dua sumber 

hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, negara kita masih memakai 

KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan sumber 

hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan sekarang sudah ditinggalkan. Dari 

sejumlah peraturannya di dalam KUH Perdata dapat disimpulkan terdapat dua 

macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.5 Untuk jaminan umum 

di atur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan :  

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.6 

Pada jaminan umum serba tidak jelas apa yang dijaminkan sehingga 

kreditur merasa kurang aman terhadap piutangnya. Berbeda dengan jaminan 

khusus, dengan objek jaminan yang jelas, perjanjiannya jelas dan semata-mata 

untuk kepentingan pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi janjinya. 

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya dapat 

berupa barang maupun orang. Untuk jaminan berupa barang, debitur menyediakan 

barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Apabila 

debitur wanprestasi, barang jaminan dijual untuk pembayaran utangnya. 

Sedangkan jaminan orang (borgtocht), yang dimaksudkan adalah ada orang yang 

menanggung utang orang lain, dengan cara apabila debitur wanprestasi maka 

                                                 
4 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cet. I (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 53. 
5 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2009). hlm. 197. 
6 Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Buana Press), hlm. 329. 



5 

 

barang-barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi utang debitur 

tersebut.7  

Berdasarkan kedua macam jaminan di atas, memang benar bahwa 

umumnya sering disyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak 

peminjam kepada pihak pemberi pinjaman yang mana jaminan utang tersebut 

dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau 

berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.  

Selanjutnya, di dalam dunia perbankan jaminan lebih dikenal dengan 

istilah agunan. Sifat dari agunan ini adalah jaminan tambahan yang fungsinya 

adalah untuk memenuhi asas kepercayaan terhadap nasabah dalam memberikan 

kredit.  

Kembali pada kegiatan utang piutang, salah satu contoh subjek dalam 

suatu masyarakat adalah Pegawai Neger Sipil, karena terdapat suatu kebiasaan 

yang timbul di kalangan pegawai negeri yang mana mereka biasa menjaminkan 

Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disingkat dengan SK 

PNS) di berbagai bank, untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 

 Mengenai fenomena tersebut saat ini banyak dilakukan oleh para pegawai 

negeri sipil yang menjaminkan SK PNS-nya untuk memperoleh pinjaman dana. 

Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah SK PNS ini layak untuk 

dijadikan suatu objek jaminan dalam suatu perjanjian kredit, sedangkan menurut 

Munir Fuady menjelaskan bahwa : 

                                                 
7 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 199. 
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Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, 

yaitu: 

1. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan; 

2. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa; 

3. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai; 

4. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidak-tidaknya stabil; 

5. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi 

kreditor – misalnya, kewajiban untuk merawat dan memperbaiki 

barang, membayar pajak, dan sebagainya; 

6. Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan 

model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak 

memerlukan bantuan debitur – artinya, suatu jaminan utang harus 

selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai” (near to cash). 

Belum lagi jika terjadi wanprestasi seperti halnya kredit macet, maka bank 

harus segera mengambil tindakan seperti melakukan sita jaminan dan bahkan 

sampai dengan pelaksanaan pelelangan terhadap agunan tersebut.8 Padahal 

keberadaan dari SK PNS sebagai alat penjamin ataupun sebagai agunan dalam 

perbankan itu sendiri tidak memiliki unsur-unsur yang dapat dikategorikan 

sebagai jenis-jenis dari suatu jaminan, terutama soal nilai ekonomi dari agunan 

tersebut.  

Kemudian di dalam penjelasan angka 5 Pasal 8 Undang-undang 

Perbankan,9 menerangkan sebagai berikut; 

“... Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, 

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur” 

“Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, 

maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh 

keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, 

agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai 

dengan kredit yang bersangkutan.” 

                                                 
8 Lihat angka 8 pasal 12A UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 
9 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undng-undang No.7 tahun 1992 tentang 

Perbankan. 
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Salah satu bank yang memiliki produk kredit dengan menjaminkan SK 

PNS adalah Bank Jabar Banten Cabang Surakarta (yang selanjutnya disebut 

dengan Bank BJB Cabang Surakarta). Kredit untuk para pegawai negeri di bank 

BJB tersebut dapat dikategorikan dengan jenis kredit konsumtif. Bahkan faktanya, 

kredit konsumtif merupakan salah satu Landing yang dijadikan sebagai tulang 

punggung lembaga. Perseroan mencatat pertumbuhan kredit konsumer terus 

meningkat mencapai 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 

dan hal tersebut mendukung pertumbuhan keseluruhan portofolio kredit bank 

BJB.10 

Kemudian karena menurut pihak BJB bahwa Solo dipilih karena besarnya 

potensi pasar yang ada, terutama mengenai industri kreatifnya. Selain itu juga 

akan meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Maka dari itu dibentuklah 

kantor cabang di Surakarta.11 

Maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan membahas lebih jauh lagi 

mengenai masalah tersebut dengan judul “Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap 

Penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemberian Kredit 

Perorangan (Studi Kasus Bank Jabar Banten Cabang Surakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa 

rumusan masalah yaitu : 

                                                 
10 http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/08/06/337276/kredit-konsumer-masih-

jadi-captive-market-bank-bjb, di akses pada tanggal 27 Juli 2016  
11http://regional.kompas.com/read/2012/03/04/12050286/Bank.Jabar.Merambah.Solo.dan.

Palembang, diakses pada tanggal 23 Juli 2016 

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/08/06/337276/kredit-konsumer-masih-jadi-captive-market-bank-bjb
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/08/06/337276/kredit-konsumer-masih-jadi-captive-market-bank-bjb
http://regional.kompas.com/read/2012/03/04/12050286/Bank.Jabar.Merambah.Solo.dan.Palembang
http://regional.kompas.com/read/2012/03/04/12050286/Bank.Jabar.Merambah.Solo.dan.Palembang


8 

 

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan SK PNS yang dapat memenuhi 

asas kepercayaan dalam pemberian kredit khususnya di Bank BJB 

Cabang Surakarta ? 

2. Apakah SK PNS dapat di kategorikan sebagai salah satu bentuk 

jaminan dalam perjanjian kredit ? 

3. Bagaimana fungsi dan akibat hukum SK PNS sebagai jaminan kredit di 

Bank BJB  Cabang Surakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Mengetahui bagaimana penjaminan SK PNS dapat memenuhi asas 

Kepercayaan seperti yang telah diamanahkan dalam UU perbankan.  

b. Mengetahui objek jaminan yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai 

agunan dalam pemberian kredit.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Secara Teoretis  

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi 

perkembangan ilmu hukum secara luas dan secara khusus 
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dalam bidang perkreditan terhadap lembaga keuangan 

perbankan di Indonesia.  

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau 

bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa 

yang akan datang serta menambah Hasanah kepustakaan dalam 

bidang Jaminan ataupun Agunan dalam pemberian kredit oleh 

lembaga perbankan di Indonesia.  

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan 

baru dalam teori hukum dalam hal SK PNS sebagai jaminan 

terhadap pemberian kredit oleh lembaga perbankan.  

b. Secara Praktis  

1) Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan keilmuan dalam bidang pengawasan terhadap 

lembaga keuangan perbankan di Indonesia dan menjadi 

motivasi untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut.  

2) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan dan informasi terkait dengan 

perjanjian utang piutang, khususnya antara PNS terhadap 

lembaga keuangan perbankan di Indonesia.  

3) Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa 

memberi sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan 

instansi terkait.  
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4) Bagi legislator, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran dan masukan secara utuh mengenai bagaimana 

seharusnya sebuah ketentuan dibuat agar sesuai dan 

melindungi kepentingan masyarakat. 

D. Telaah Pustaka 

Dengan sejumlah literator karya ilmiah berupa skripsi dan tesis yang telah 

ditelusuri, maka dengan literator karya ilmiah tersebut penulis akan menarik 

sebuah faktor pembeda yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Hal tersebut guna 

untuk menjaga orisinalitas dari apa yang telah penulis kaji dalam skripsi yang 

berjudul “Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap Penjaminan Surat Keputusan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Kredit Perorangan (Studi Kasus Bank 

Bank Jabar Banten Cabang Surakarta) 

Pertama, Skripsi Femalia Endraini K yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Penjaminan rekening Bank Terhadap Hukum Jaminan Indonesia dan 

perbandingannya dengan Negara Singapura.”12 Dalam Skripsi ini membahas 

mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas 

mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta 

jenisnya dengan keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan 

mengenai penjaminan apakah jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan 

rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia.  Ketiga, membahas  

mengenai  perbandingannya  atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian 

                                                 
12 Femalia Endraini K, “Tinjauan Yuridis Penjaminan rekening Bank terhadap Hukum 

Jaminan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Singapura,” Skripsi, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1-137. 
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ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif  di mana  data penelitian  ini 

sebagian  besar dari studi kepustakaan  yang diperoleh serta beberapa wawancara 

dengan beberapa narasumber. Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa di 

dalam skripsi karya Femalia Endrani K tersebut lebih membahas mengenai studi 

komparatif antara Indonesia dengan singapura terkait dengan Rekening Bank 

yang dijadikan sebagai Objek jaminan, sedangkan di dalam skripsi yang saya 

angkat ini objek penelitian yang digunakan adalah Surat Keputusan Pengangkatan 

PNS yang dalam faktanya dapat digunakan sebagai Jaminan dalam perjanjian 

Kredit. 

Kedua, Skripsi karya Faisal yang berjudul “Mekanisme Objek Agunan 

Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai 

Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”13. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai prosedur pengikatan Surat Keputusan 

Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit perbankan, apa saja faktor penyebab 

terjadinya kredit macet tersebut, dan bagaimana prosedur dalam menyelesaikan 

kredit macet tersebut pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Penulisan skripsi 

ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. 

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (document study). Ada 

persamaan penelitian yang ditulis oleh Faisal dengan apa yang akan saya teliti, 

yaitu terletak pada Objek penelitiannya yang berupa Surat Keputusan 

Pengangkatan PNS. Namun secara garis besar terdapat banyak perbedaan dalam 

                                                 
13  Faisal, “Mekanisme Objek Agunan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia dengan 

jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. hlm. 

i-91 
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skripsi karya Faisal tersebut, dengan skripsi yang akan penulis teliti. 

Perbedaannya adalah pertama, Lokasi penelitian jelas berbeda tentunya hal 

tersebut akan mempengaruhi juga terkait hasil penelitiannya, kedua, di dalam 

skripsi karya Faisal ini lebih mengangkat mengenai mekanismenya. Sedangkan 

sangat berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti, mengkaji mengenai 

pemenuhan asas kepercayaan dengan dijaminkannya SK PNS. Ketiga, metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. 

Ketiga, Skripsi Karya Dahlia Irawan Taligan yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Mengenai Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi pada Pt. Bank Sumut medan)”.14 Dalam 

Skripsi ini membahas mengenai prosedur memperoleh kredit, macam-macam 

kredit yang diberikan PT. Bank Sumut Medan kepada PNS, ketentuan tentang 

besarnya pinjaman dan bunga kredit, upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut 

Medan apabila terjadi kredit macet oleh PNS.  Metode penelitian dalam skripsi ini 

adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder, yaitu melakukan penelusuran terhadap norma-norma 

hukum serta berbagai literator yang berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai 

perjanjian pemberian kredit dengan jaminan SK PNS kemudian didukung dengan 

penelitian lapangan (field research) dilaksanakan dengan wawancara di PT. Bank 

Sumut Medan. Perbedaan dari skripsi ini adalah Lokasi Penelitian, dan juga 

skripsi yang saya angkat ini lebih menekan pada penerapan Asas Kepercayaan dari 

SK PNS yang dipergunakan sebagai Jaminan ataupun agunan yang diteliti dengan 

                                                 
14 Dahlia Irawan taligan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemberian Kredit 

dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (studi Pada PT. Bank Sumut 

Medan),” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.  



13 

 

metode yuridis empiris sedangkan di dalam skripsi karya Dahlia Irawan taligan 

tersebut lebih menekankan pada Aspek perjanjian kredit yang diteliti secara 

yuridis normatif. 

Keempat, Skripsi Karya Hadyarto Maheru Data yang berjudul 

“Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi 

Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)”15. Dalam Skripsi ini membahas mengenai 

Sk Pensiun yang didasari dengan dikeluarkannya  PP No. 14 Tahun 2011 tentang 

pensiun pegawai dan pensiunan Janda/duda pegawai. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis diartikan 

sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan 

perbuatan hukum mengenai pelaksanaan pemerian Kredit Dengan Jaminan Surat 

Keputusan Pensiun. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai 

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai 

dengan kenyataan dalam masyarakat. Perbedaan dari skripsi ini adalah lokasi 

penelitiannya dan juga objek penelitiannya adalah SK Pensiun sedangkan dalam 

skripsi yang penulis angkat ini adalah SK PNS. Kemudian perbedaan lainnya 

adalah masalah pokok yang dikaji dalam skripsi saya adalah mengenai 

pemenuhan asas kepercayaan terhadap penjaminan SK PNS. 

                                                 
15 Hadyarto Maheru Data, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat 

Keputusan Pensiun,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.  
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E. Kerangka Teoritik 

Dalam pembahasan skripsi kali ini, penulis akan menggunakan beberapa 

konsep teori yaitu teori hukum jaminan dan teori kepercayaan, berikut 

penjelasannya. 

1. Teori Hukum Jaminan 

Kata “Jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai 

pada pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun 

dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, 

bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam 

perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur 

agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk 

kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang 

diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.16 

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki 

kreditur karena perjanjian utang piutang bukan diperjanjikan jual-beli yang 

mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan 

dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku, yaitu barang yang dijual secara lelang. Hasilnya 

digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya 

dikembalikan kepada debitur.17 

                                                 
16 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit...., hlm. 125. 
17 Ibid. 
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Jaminan Utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur 

atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, di 

mana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang 

bersifat assessoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang 

menerbitkan utang piutang.18 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit 

di kemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.19 

Apabila kita mengacu pada definisi yang dipaparkan di atas, maka kita 

dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian 

merupakan sasaran di dalam penyelidikan  atau pengkajian hukum jaminan. 

Objek itu  dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formal. 

objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut 

pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum 

jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya 

pada lembaga perbankan atau lembaga non bank. Pembebanan jaminan 

merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam 

pembebanan jaminan.20 

Kemudian dari berbagai literator tentang hukum perdata, 

menunjukkan bahwa sistem pengaturan hukum, dapat dibedakan menjadi dua 

                                                 
18 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang.., hlm. 120. 
19 Abdul. R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan Contoh Kasus, Cet. VII. 

(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), hlm. 16.  
20 H. Salim HS, Perkembangan Hukum jaminan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 8. 
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macam, yaitu (1) sistem tertutup (closed system), dan (2) sistem terbuka 

(Open System). Maksud dari sistem tertutup adalah orang tidak dapat 

mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang. Sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian  adalah 

sistem terbuka yang artinya orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa 

pun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam KUH Perdata maupun 

yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata. Jenis perjanjian yang dikenal 

dalam KUH Perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam 

meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa. Perjanjian ini 

disebut dengan perjanjian nominanaat, yaitu dikenal dan diatur dalam KUH 

Perdata. Perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, seperti leasing, 

beli sewa, kontrak rahim, franchise, dan lainnya. Perjanjian jenis ini disebut 

perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, 

tetapi dikanal di dalam praktik.21 

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan 

jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan 

kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan 

benda bergerak dan tidak bergerak.22 

Untuk Jaminan Umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang 

menyebutkan : segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak 

                                                 
21 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,2005), hlm. 13. 
22 Gatot Supramono, Perbankan dan masalah Kredit..., hlm.113. 
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milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan 

untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.23 

Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi dari by 

the operation of law dan merupakan mandatory rule: setip barang bergerek 

ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada 

kreditur. Dengan demikian apabila seorang debitur dalam keadaan 

wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini kreditur dapat 

meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur, 

kecuali jika atas harta tersebut ada hak-hak lain yang bersifat prefensial.24 

Jaminan Khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya 

dapat berupa barang maupun orang. Untuk jaminan berupa barang, debitur 

menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian 

jaminannya. Apabila debitur wanprestasi, barang jaminan dijual untuk 

pembayaran utangnya. Sedangkan jaminan orang (borgtocht), yang di 

maksudkan adalah ada orang yang menanggung utang orang lain, dengan cara 

apabila debitur wanprestasi maka barang-barang si penjamin utang bersedia 

dijual untuk melunasi utang tersebut. Sejalan dengan di kenalnya dua macam 

barang, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, telah mempengaruhi 

pembebanan jaminannya. Dalam KUH Perdata untuk barang bergerak 

dibebani dengan gadai, sedangkan untuk barang tidak bergerak dibebani 

dengan hipotek. Hipotek objeknya adalah tanah yang tunduk kepada hukum 

perdata barat. Lembaga jaminan ini dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 

                                                 
23 Ibid., hlm. 197. 
24 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang....., hlm. 8. 
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tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria masih tetap berlaku sebelum 

terbentuk lembaga jaminan tanah yang baru.25 

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan 

langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, 

kemanapun benda beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan 

dapat dipertahankan terhadap siapa pun.26 

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat 

berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai 

benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda 

bergerak dibedakan lagi atas benda bergerak berwujud atau bertubuh dan 

benda bergerak tidak berwujud. Pengikatan benda bergerak berwujud dengan 

gadai dan fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak 

berwujud dengan gadai, cessie dan account recieveable.27 

Sedangkan jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 

terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Selain 

sifat-sifat tersebut yang membedakan hak kebendaan dari hak perseorangan 

adalah asas prioriteit yang dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan 

pada hak perseorangan.28 

                                                 
25 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit......, hlm. 199. 
26 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang..., hlm. 10. 
27 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia...., hlm. 289. 
28 Ibid. 
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Melihat dari ruang lingkup dari macam-macam jaminan di atas maka 

dapat kita lihat bahwa SK PNS yang dijadikan sebagai jaminan agunan itu 

sendiri masih belum jelas kedudukannya, namun dijelaskan dalam pasal 1 

angka (23) bahwa agunan itu merupakan jaminan tambahan29. 

Akan tetapi penggunaan SK PNS sebagai alat penjamin dalam 

perjanjian kredit tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsurnya. Suatu jaminan 

utang menjadi jaminan utang yang baik manakala memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut :30 

1. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan. 

2. Jaminan Utang jangan menempatkan krediturnya untuk 

bersengketa. 

3. Gampang dinilai harga barang tersebut. 

4. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat terus, atau setidak-

tidaknya stabil. 

5. Jaminan Utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban 

tertentu bagi kreditur. Misalnya kewajiban untuk merawat dan 

memperbaiki barang, bayar pajak dan sebagainya. 

6. Gampang dieksekusi ketika Pinjaman macet, Jelas Model 

Pengeksekusian Jaminan tersebut, dan tanpa perlu bantuan 

dari debitur. Hal ini berarti bahwa suatu jaminan utang 

haruslah selalu berada dalam keadaan “mendekati tunai” 

(near to cash). 

                                                 
29 Lihat angka 1 Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 
30 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cet. I. (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 63. 
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Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari31 :  

1. Dapat  secara  mudah  membantu  perolehan  kredit  oleh  

pihak  yang memerlukannya ;  

2. Tidak   melemahkan   potensi   (kekuatan)   si   penerima   

kredit   untuk melakukan (meneruskan) usahanya; 

3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa 

mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur32. 

2. Teori Kepercayaan (Fiduciary Principle) 

Di dalam pemberian suatu kredit, bank wajib memiliki keyakinan 

terhadap nasabah baik itu dari segi agunan ataupun dari segi kemampuan dari 

nasabah debitur tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa 

hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana adalah hukum pinjam-

meminjam uang antara debitur (bank) dan Kreditur (nasabah penyimpan 

dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan.33 

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha 

bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.34 

Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat 

bagi nasabah debitur secara sesuai dengan peruntukannya, dan terutama 

                                                 
31 Muhammad Djumhaha, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti), hlm 77. 
32 Prof. Soebekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum  

Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 29.  
33 Djoni S. Gazali. Dkk. Hukum Perbankan, cet. II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 

29 
34 Rachmadi Usman,  Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Cet. I., (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 16. 
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sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi 

utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.35 

Aspek kepercayaan menjadi awal mula kesepakatan akan terjadi. 

Sebagaimana dikatakan Van Dunne dan Van Der Burght yang dikutip oleh 

Salim H.S., teori kepercayaan timbul bersamaan dengan dua teori lainnya 

(teori kehendak  dan teori pernyataan) disebabkan pada adanya kasus yang 

terjadi pada tahun 1856 di Keulun/Koln/Collogne, Belanda. Kasusnya, 

seorang komisioner bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang 

isinya suatu perintah untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, 

surat kawat itu cacat (tidak sesuai yang dikehendakinya).  

Tujuan surat itu bukan bermaksud menjual saham, tetapi justru 

membeli saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan penyampaian telegram oleh 

petugas pengirim telegram. Kemudian terjadi sengketa, lalu Opeinheim 

menggugat Weiler untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan 

hakim. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan berdasarkan teori 

kehendak.36 Meskipun munculnya di Belanda yang pada dasarnya menganut 

sistem hukum Civil Law, namun pada praktiknya teori banyak digunakan 

oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.37 

Teori kepercayaan menyatakan tidak setiap pernyataan menimbulkan 

perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja 

menyebabkan terjadinya perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa 

                                                 
35 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.66 

 36Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), hlm. 32. 

 37Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 6. 
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pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Namun pada hakikatnya aspek 

kepercayaan berada dalam dimensi psikologis yang membuat sulit dinilai.  

 Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan pemecahan masalah 

kepercayaan tersebut, seperti sebagai berikut: 

a. Dengan tetap mempertahankan kehendak. Jadi, apabila perjanjian yang 

terjadi tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. 

Pemecahannya adalah pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena 

pihak lawan sangat mengharapkannya. 

b. Dengan tetap berpegang pada kehendak, hanya dalam pelaksanaannya 

kurang ketat, yaitu dengan hanya menganggap kehendak itu ada. 

c. Penyelesaiannya dengan melihat perjanjian baku (standart contract), yaitu 

perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya 

perjanjian itu dituangkan dalam bentuk formulir. 

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit apabila 

bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut 

didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan 

kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank.38 

Prinsip ini juga tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 

10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: Dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

                                                 
38 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 158. 
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serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3. Teori Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Utang 

Pihak kreditor dalam suatu ikatan terdiri dari beberapa kelompok 

yaitu; kreditur preferen yang separatis, kreditor preferen yang bukan 

separatis, kreditor konkuren.39  

Salah satu jenis kreditor yang juga harus diperhatikan kepentingan hak 

dan kedudukannya dikenal dengan istilah “kreditor separatis”, yakni kreditor 

yang memiliki jaminan utang dengan benda objek jaminannya tidak termasuk 

budel pailit. Ketika terjadi kepailitan, jaminan utang tersebut dapat dieksekusi 

sendiri oleh kreditornya tanpa bantuan kurator dan juga dengan atau tanpa 

bantuan pengadilan. Dalam konteks ini, kreditor separatis juga berkedudukan 

sebagai kreditor preferen. Contohnya adalah kreditor pemegang hak 

tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek.40  

Di samping itu, hak preferensi juga bersifat tidak mutlak, dengan 

alasan: 

a. Tidak semua jenis jaminan utang memberikan hak preferensi kepada 

kreditornya; 

b. Meskipun pihak kreditor mempunyai hak preferensi, tidak tertutup 

kemungkinan masih ada jenis hak preferensi lainnya dari pihak lain yang 

                                                 
39 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 30. 
40 Ibid. 
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lebih tinggi kedudukannya (lebih diutamakan, misalnya; tagihan dari 

negara (pajak) dan lain-lain.41 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini agar dapat memenuhi kriteria 

sebagai tulisan ilmiah, maka diperlukanlah data-data yang relevan dari 

Proposal Penelitian ini. Dalam penelitian Proposal Penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research). Penelitian lapangan 

atau penelitian empiris ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer 

yang diperoleh di tempat penelitian,42 yaitu dengan melakukan pengamatan, 

observasi secara langsung terhadap Pelaksanaan Pemberian Kredit utang 

Piutang dengan Jaminan SK PNS di Bank BJB cabang Surakarta. 

2. Pendekatan Penelitian  

Untuk memperjelas arah dari penulisan skripsi ini sekiranya perlu 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang diambil yaitu tipe 

penelitian hukum empiris. 

Kalau dipelajari lebih dalam, maka sesungguhnya ada dua tipe 

penelitian hukum empiris, yaitu (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan 

(2) penelitian sosiologis tentang hukum.43 Dalam penelitian ini lebih 

                                                 
41 Ibid., hlm. 21. 
42 Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1986), hlm. 5.  
43 Lihat perbedaannya dalam Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian 

Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47. 
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ditekankan ke dalam pendekatan Yuridis Empiris (Sociological 

Jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan 

perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam 

peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan 

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in 

action) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, 

yaitu bahwa “law is not just been logic but experience” atau dari roscou 

pound tentang “law as a tool of social engineering” dan bukan seperti 

pandangan para positivis bahwa hukum adalah “... Law as i tis written in 

books” yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-

undangan saja.44 

Maka dari itu akan sangat sesuai jika pendekatan yuridis empiris 

digunakan dalam penelitian ini, karena di dalam penelitian ini akan mengkaji 

mengenai penerapan asas kepercayaan terhadap debitur yang menjaminkan 

sesuatu yang belum jelas apakah itu dapat di katakan sebagai jaminan atau 

bukan, dan jaminan tersebut adalah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil 

3. Jenis Data dan Bahan Hukum  

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, 

data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan 

                                                 
44 Ibid. 



26 

 

seperti hasil wawancara.45 Sumber data primer dari penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Responden, 

Informan dan Narasumber, berikut penjelasannya;46  

1) Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan 

respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

2) Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi 

data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan 

peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan 

yang di inginkannya. 

3) Narasumber adalah  seorang yang memberikan pendapat atas objek 

yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi 

ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan 

objek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan 

yang dimiliki. 

b. Data Sekunder atau Bahan Hukum 

Data hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang 

diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap 

berbagai literator atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah 

atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.47 

                                                 
45 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 42.  
46 Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, Dualisme  Penelitian Hukum..., (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174 
47 Ibid. 
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Kemudian bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini 

dikelompokkan ke dalam;48 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih 

yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, yang dapat berupa perancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat 

kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet. 

3) Bahan Hukum Tersier dan Bahan Non Hukum 

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang 

dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. 

Kemudian untuk bahan non hukum dapat berupa semua literator 

yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai 

relevansi dengan topik penelitian.  

4. Metode Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  

                                                 
48 Ibid., hlm. 157 
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a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh peneliti 

untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.49  

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.50 Wawancara dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan 

secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, 

pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi 

cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan 

kebijaksanaan interview.51 Dengan kata lain metode ini digunakan 

untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang 

diwawancarai adalah pimpinan dan Staf dalam Bank BJB cabang 

Surakarta.  

                                                 
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 133.  
50 Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), hlm. 81.  
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 227,  
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 

lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Asas 

Kepercayaan dalam penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri 

Sipil. 

5. Analisis Data  

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di 

lapangan.52 Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik 

kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka 

kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berpikir menyusun 

gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (relevan) dengan 

maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.53  

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-kualitatif, yaitu suatu 

cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis di mana 

data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang.54 

Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau 

                                                 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 244.  
53 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 2.  
54 Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, Dualisme  Penelitian Hukum..., (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2010), hlm. 192 
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memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemaedahan 

masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana 

artinya semua data yang diperoleh terkait dengan penelitian ini akan diolah dan 

ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab semua pokok permasalahan yang 

ada. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran atau rekomendasi 

khususnya kepada instansi terkait guna untuk meningkatkan kapabilitas dalam 

bidangnya.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan skripsi ini menjadi terarah dan terstruktur 

maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang 

saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis 

besar mengenai skripsi ini, dimulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai tinjauan umu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Ada tiga pokok bahasan yang akan di jelaskan 

dalamnya; (1) mengenai tinjauan umum asas kepercayaan dalam pemberian 

jaminan dalam suatu perjanjian kredit atau utang piutang; (2) memaparkan dan 

menjelaskan tentang tinjauan umum terhadap hukum jaminan itu sendiri; dan (2) 

menerangkan secara spesifik mengenai apa itu suatu keputusan (beschiking). 

Bab ketiga, membahas gambaran umum mengenai Profil Bank BJB 

Cabang Surakarta yang dibagi ke dalam beberapa bahasan yaitu: sejarah 
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terbentuknya Bank BJB, Produk-produk kredit yang ditawarkan oleh Bank BJB 

Cabang Surakarta dan struktur kelembagaan Bank BJB cabang Surakarta. 

Bab keempat, merupakan analisis dari objek penelitian ini yang nantinya 

akan menjawab keseluruhan dari pokok permasalahan yang ada. Terdapat sub bab 

yang akan di kaji yaitu; Penerapan Asas Kepercayaan terhadap jaminan SK PNS, , 

Fungsi SK PNS Dalam Perjanjian Kredit, Akibat hukum Bank BJB sebagai 

Penerima Agunan. 

Bab kelima, merupakan kesimpulan yang diperoleh daripada hasil dari 

analisa terhadap data-data yang diperoleh. Dan juga saran-saran yang nantinya 

akan sangat berguna bagi instansi ataupun pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi 

intermediasi. Salah satunya adalah dengan menyalurkan kredit di masyarakat, 

dengan adanya sistem perputaran keuangan, hal ini akan membentuk karakter 

stabilitas perekonomian Indonesia.  

Salah satu Lembaga Perbankan yang cukup menjadi sorotan perbankan 

Indonesia adalah Bank Jabar Banten. Ada tiga produk kredit yang ditawarkan 

dalam Bank BJB yaitu, Kredit Produktif, Kredit Mikro, dan Kredit Konsumtif. 

Dari ketiga produk kredit yang di tawarkan oleh Bank Jabar Banten tersebut yang 

menjadi kajian dalam skripsi penulis adalah Kredit Konsumtif yang mana di 

dalamnya terdapat kredit yang menggunakan SK PNS sebagai salah satu 

jaminannya dalam menyalurkan kredit ke masyarakat yang disebut dengan Kredit 

Guna Bhakti. Kemudian penulis meneliti mengenai Penerapan Asas Kepercayaan 

dalam penjaminan SK PNS terhadap Perjanjian Kredit Perorangan yang 

dilaksanakan di kantor Bank BJB Cabang Surakarta. 

Dalam penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Penerapan asas Kepercayaan telah sesuai dengan Pasal 8 undang-

undang perbankan, di mana untuk memenuhi asas tersebut Bank harus 

menerapkan pula Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip 

Kehati-hatian. Tak lepas dalam prosedurnya, bank telah membuktikan 
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secara benar untuk meyakini Bahwa Debitur mampu untuk melunasi 

kewajiban yang harus dibayarnya, maka bank juga menerapkan Prinsip 

5C untuk menggali lebih jauh informasi mengenai Debitur. 

2. Fungsi SK PNS menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian adalah  

Sebagai persyaratan kenaikan pangkat; Sebagai persyaratan kenaikan 

jabatan; Sebagai persyaratan pensiun; dan Sebagai kelengkapan ahli 

waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan meninggal dunia.  Kemudian dari fungsi secara 

administratif tersebut akan menyebabkan hubungan kausalitas, yang 

konsekuensinya apabila seorang pegawai yang memiliki tanggungan di 

bank BJB Cabang Surakarta ingin memperoleh hak-haknya tersebut 

maka ia harus melakukan pelunasan terlebih dahulu. Sehingga dari 

sinilah terbentuklah suatu jaminan khusus yang sifatnya adalah hak 

retensi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit 

antara kreditur dan debitur. 

3. Akibat hukum atas penerimaan SK PNS sebagai Jaminan adalah 

sebagai berikut: 

a) SK PNS merupakan jaminan khusus yang memiliki sifat 

kebendaan yaitu hak retensi. Hak retensi dari sudut pandang 

penguasaan bendanya maka ia memperolah kedudukan 

preferen, akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang 

pelunasannya maka kreditur statusnya adalah konkuren. 
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Kedudukan tersebut tentu akan sangat merugikan pihak Bank 

BJB Cabang Surakarta. 

b) Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebelum pegawai 

yang bekerja di dinas setempat, maka Bank BJB membuat 

suatu nota kesepahaman yang menyatakan bahwa dinas terkait 

mau menjamin atas kelancaran pelunasan. Sehingga peranan 

dinas di sini adalah sebagai Corporate Guarantee.  Dengan 

demikian akibat hukum yang di peroleh Bank BJB Cabang 

Surakarta selaku kreditur adalah sebagai kreditur preferen yang 

separatis.  

c) Untuk menguatkan posisi kreditur, maka sebelumnya 

dibentuklah suatu MoU antara Bank BJB dengan Dinas terkait 

yang menyatakan bahwa dinas sebagai penanggung, yang 

kemudian kita kenal sebagai jaminan perorangan dalam hal ini 

adalah Corporate Guaranty.  

d) Peran penanggungan yang dimiliki dinas terkait yaitu hanya 

sebatas memberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan 

gaji, dengan cara dibuatlah suatu surat kuasa dari debitur ke 

garantor (dinas terkait). Dengan demikian, Kreditur memiliki 

hak istimewa untuk dilunasi terlebih dahulu (preferen). 

Dari uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis membuat gambaran 

mengenai bagaimana penerapan asas Kepercayaan terhadap penjaminan SK PNS 

dalam perjanjian kredit dalam bagan pada halaman berikutnya. 
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Gambar 4. Bagan Pemenuhan Asas Kepercayaan238

                                                 
238 Dibuat oleh Penulis sendiri berdasarkan analisis dari data yang diperoleh dari lapangan. 
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B. Saran 

Untuk menciptakan suatu kepastian hukum, yang melindungi seluruh 

kepentingan kreditur ataupun debitur, maka dari penelitian ini penulis memiliki 

saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan suatu lembaga jaminan khusus yang menaungi tentang 

pendaftaran Agunan SK PNS, sehingga terbentuklah suatu kepastian 

hukum. 

2. Diperlukan pembaharuan terhadap UU No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, dan atau peraturan pelaksana khususnya mengatur secara 

lebih rinci mengenai tata cara pemenuhan asas kepercayaan yang 

memuat : 

a. Prinsip mengenal nasabah yang berpedoman pada prinsip 5C ( 

character, collateral, Capacity, Capital dan condition). 

b. Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK 

PNS, mengingat bahwa selama ini belum ada peraturan pelaksana 

yang mengenai pemberian kredit dengan agunan SK PNS. 

3. Diperlukan Regulasi, yang mengatur mengenai legalitas dari suatu 

dinas yang melakukan perbuatan bersegi dua dengan pihak swasta 

yang memberikan beban terhadap dinas sebagai Corporate Guaranty, 

guna mengantisipasi terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang 

merugikan keuangan negara. 
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